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Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf (b) Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring  dengan perkembangan nya
zaman muncul tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seks yang
disebut dengan istilah â€œgratifikasi seksâ€•. Namun Tindak Pidana Pemberian Layanan
Seks tersebut sepenuhnya belum diatur dalam Pasal 12 huruf (b) Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
 Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan Tindak
Pidana Pemberian Layanan Seks tersebut masuk ke dalam tindak pidana korupsi serta
untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemberian
Layanan Seks termasuk kedalam Gratifikasi.     
 Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu Bahan
Hukum Primer, Norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar serta Bahan Hukum
Sekunder,buku teks, skripsi hukum, tesis, jurnal ilmiah, surat kabar. 
 Hasil penelitian dari Tindak Pidana Pemberian layanan Seks bisa di
kategorikan ke dalam tindak pidana korupsi karena di dalam Pasal 12 huruf (b)
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan â€œfasilitas lainnyaâ€• karena
pemberian jasa layanan seks oleh wanita kepada penerima layanan seks tersebut yang
berhubungan dengan jabatan atau pejabat negara sebagai penerima Pemberian
layanan seks. Pengaturan terhadap Pemberian layanan seks penting dimasukan
kedalam gratifikasi mengingat latar belakang dan faktor berjalannya hukum.
Pemberian layanan seks tersebut sudah menajdi modus baru dalam melobi upaya
untuk mecapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau
penyelanggara Negara.      
 Disarankan kepada pemerintah perlu adanya revisi mengenai Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf (b) mengenai gratifikasi agar Pemberian
layanan seks tersebut diatur dengan jelas dan berkekuatan hukum tetap dan para
aparat penegak hukum bersungguh-sungguh agar tercapai penegakan hukum yang
maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
